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PENERAPAN PMPJ BAGI NOTARIS | osameaican oven

DAN PENGAWASAANNYA | orecrus surum sear



NOTARIS SEBAGAI “GATEKEEPER”

“Gatekeeper dapat berperan sebagai “penjaga” agar tidak terjadinya pencucian uang (positive side)
maupun sebagai “penjaga” aset hasil tindak pidana dari pelaku kejahatan (negative siae)’

Dipta Beli Rumah Rp 6 M Lewat
Notaris Kepercayaan Djoko Susilo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dipta

Anindita, istri ketiga terdakwa Irjen Pol
Djoko Susilo dalam persidangan S 0 @R 0 1l | =N AN AN N . T
diketahui membeli sebuah rumah di Jala '

Cikajang nomor 18, Kebayoran Baru,

Jakarta Selatan. — T
Transfer -
- =
Pembelian properti seharga Rp 6,35 Transaction

TREUNDANYPERMANA - miliar itu ternyata diperantarai seorang
Dipta Anindita istri mantan Kakorlantas Mabes Polri Irjen

(Pol) Djoko Susilo, kembali diperiksa oleh Komisi
Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Jumat (1/3/2013). Korlantas Polriitu, Erick Maliangkay, SH.
Dipta diperiksa sebagai saksi bagi tersangka Djoko Susilo

atas dugaan tindak pidana pencucian uang, - .
TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Demikian diuangkapkan Baharatmo

Notaris kepercayaan mantan Kepala Subordinate Father in Law
3 Wife

On behalf of
=g House payment through intermedianes
and via structuring fransactions
*  Gaife Keeper

Keterangan: ‘




KERENTANAN PROFESI HUKUM TERHADAP
KEGIATAN PENCUCIAN UANG

L

-

Kode Etik Profesi — Jasa Hukum — Kewenangan Pengawasan Fee Sebagai
Rahasia Klien Mengelola Aset Klien Profesi Hukum Profesi Hukum Underlying Transaction

Memanfaatkan kode etik Memperluas definisi jasa Menyalahgunakan Memanfaatkan Menyalahgunakan fee

profesi hukum untuk hukum termasuk kewenangan profesi enforcement arbitrage profesi hukum sebagai

tidak melakukan mengelola aset klien hukum yang diberikan atau lemahnya underlying transaction

pelaporan atas adanya yang diduga berasal dari oleh UU untuk pengawasan terhadap yang bertujuan untuk

indikasi TPPU yang hasil tindak pidana meyembunyikan atau profesi hukum

dilakukan oleh klien

meyembunyikan atau
menyamarkan asal usul
hasil tindak pidana

menyamarkan asal usul
hasil tindak pidana




Perkembangan Jumilah LTKM yang Diterima FPATK

Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan
s.d. Mei 2020

FPerkembangan Mei-2020
(dalam Persemn)

Jurmikak LTKM
e Diskibusl

Tahum 320
[=.d. Maesi-2020)

Jenis Fekerfjoon UHlama

Terlapor Persearangan B Tansaie
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PROSES PENCUCIAN UANG

BAGAIMANA PENCUCIAN UANG DILAKUKAN

,
@ LAYERING @ INTEGRATION
PENERIMAAN HASIL PENEMPATAN DANA MEMISAHKAN HASIL TP DARI  MENGEMBALIKAN DANA YANG
KEJAHATAN KEDALAM SISTEM SUMBERNYA MELALUI TELAH TAMPAK SAH KEPADA
TAHAPAN TRANSAKS! YANG
KEUANGAN PEMILIKNYA
3 KOMPLEKS .




Tindak Pidana Asal (Pasal 2)

"op0UTw

SE

gr;r'r'r';'tpr“

Korupsi;

penyuapan;

narkotika;

psikotropika;
penyelundupan tenaga
kKerja,

penyelundupan imigran;
di bidang perbankan;

di bidang pasar modal;
di bidang perasuransian;
kepabeanan;

cukai;

perdagangan orand;

perdagangan senjata
gelap;

terorisme;
penculikan;

5"

N

Xs<crtrunwomawo

pencurian;
penggelapan;
penipuan;

Pemalsuan uang;
perjudian;

prostitusi;

di bidang perpajakan;
di bidang kehutanan;
di bidang lingkungan
hidup;

Di bidang kelautan dan
perikanan; atau

Tindak pidana lain yang
diancam dengan pidana
penjara 4 tahun atau lebih.



KRIMINALISASI PENCUCIAN UANG

Subjek pelaku
Perbuatan (feit)

Setiap Orang

menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan,
menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan
dengan mata uang atau surat
berharga atau perbuatan lain.

Setiap Orang

menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan
hak-hak, atau kepemilikan yang
sebenarnya

Setiap Orang

menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah,
sumbangan, penitipan,
penukaran, atau menggunakan

Objek Harta Kekayaan Harta Kekayaan Harta Kekayaan
Kesengajaan yang diketahuinya atau patut yang diketahuinya atau patut yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak diduganya merupakan hasil diduganya merupakan basil
pidana sebagaimana dimaksud dalam  tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana
Pasal 2 ayat (1) UU TPPU dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
UuU TPPU UuU TPPU
Maksud menyembunyikan atau menyamarkan - -

asal usul Harta Kekayaan




METODE PENCUCIAN UANG
YANG DIGUNAKAN OLEH PROFESI HUKUM

FATF Report: Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals
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PENYALAHGUNAAN PEMBELIAN PROPERTI PENDIRIAN TRUST DAN PENGELOLAAN TRUST DAN

REKENING PROFESI HUKUM UNTUK KEPENTINGAN KLIEN KORPORASI UNTUK KORPORASI UNTUK
UNTUK KEPENTINGAN KLIEN KEPENTINGAN KLIEN KEPENTINGAN KLIEN




DASAR HUKUM

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2015 TENTANG PIHAK PELAPOR
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG



KEWAJIBAN PROFESI SEBAGAI PIHAK PELAPOR

* MENERAPKAN PRINSIP
MENGENALI PENGGUNA JASA

* KEWAJIBAN PENYAMPAIAN
LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN
MENCURIGAKAN KE PPATK




DASAR HUKUM PENERAPAN PMP]J

* Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) jo. Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015
menyatakan bahwa Lembaga Pengawas dan Pengatur menetapkan ketentuan prinsip mengenali
Pengguna Jasa. Dalam hal ini, Kemenkumham telah menetapkan PERMENKUMHAM Nomor 9 Tahun
2017 tentang Penerapan PMPJ Bagi Notaris

Pasal 18 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015 menyatakan Pihak Pelapor waijib

menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh setiap Lembaga Pengawas dan
Pengatur.

Pasal 19 ayat (1) UU TPPU menyatakan Setiap Orang yang melakukan Transaksi dengan Pihak
Pelapor wajib memberikan identitas dan informasi yang benar yang dibutuhkan oleh Pihak Pelapor
dan sekurang-kurangnya memuat identitas diri, sumber dana, dan tujuan Transaksi dengan mengisi
formulir yang disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan Dokumen pendukungnya.




KAPAN PMPJ DILAKUKAN?




OBJEK PMPJ

* pembelian dan penjualan properti

* pengelolaan terhadap vang, efek, dan/atau produk jasa keuangan
lainnya

* pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito,
dan/atau rekening efek

* pengoperasian dan pengelolaan perusahaan

* pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum



TAHAPAN PMPJ

IDENTIFIKASI

VERIFIKASI

PEMANTAUAN

ARRANGEMENT

TINGGI — PMPJ
MENDALAM

MENENGAH —
PMPJ NORMAL

RENDAH — PMP]J
SEDERHANA




PENGELOMPOKAN RISIKO

PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK

Analisa Orang yang Populer secara Politik (Analisis Politically Exposed Person (PEP)) . Profil Pengguna Jasa dan/atau BO
(Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017) Pengusaha/Wiraswasta Tinggi

Apakah P Jasa adalah PEP? - Pegawai Swasta Tinggi
; Nz:n: Le:gr:i%ugngsa e Lve LI Tidak Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah Tinggi

Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan) Tinggi

Pedagang Tinggi

Pengurus Parpaol Tinggi

PNS (termasuk Pensiunan) Sedang
TNI/POLRI (termasuk Pensiunan) Sedang
Profesional dan Konsultan Sedang
Pegawai Bank Sedang
Pegawai Money Changer Sedang
Korporasi Perseroan Terbatas Sedang
Korporasi Koperasi Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah
Rendah

PEP Lokal atau Asing ] Lokal [ Asing

4 Warga Negara PEP
[Jvya (] Tidak

Apakah terdapat berita negatif terkait PEP (lampirkan
berita)

Jabatan PEP [ Eksekutif

Korporasi Perkumpulan Badan Hukum
Korporasi Perkumpulan Tidak Badan Hukum
Bertindak berdasarkan Kuasa

Ibu Rumah Tangga

PelajariMahasiswa

Pengajar dan Dosen

Petani

Korporasi Yayasan

[ Legislatif
Negara asing/yurisdiksi asing
] Organisasi infernasional

Hubungan Pengguna Jasa dengan PEP [] Klien sendir
[ Anggota keluarga Sampai dengan derajat kedua
[ Pihak yang terkait atau Close Associate dari PEP

.1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
I:I Yudikatif :11; Korporasi CV, Firma, dan Maatschap
16
17
18
19
20
21
22




PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9@ TAHUN 2017
PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK

Perdagangan
Pertambangan
Kontraktor

Pertanian

Perikanan

Perkebunan
Perindustrian
Pembiayaan
Pembangunan Property
Konsultan

Transportasi Barang dan Orang
Perbankan

Usaha Sewa Menyewa

P
2
3
4
5
G
T
a8
9




PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9@ TAHUN 2017
PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK

D. Profil Negara Asal Pengguna Jasa dan/atau BO

1 Amerka
2 TaxHaven Countries'
3 RRT (Tionghok)

4 Nalaysia

C. Profil Wilayah Pengguna Jasa danfatau BO
DKl Jakarta

Jawa Barat

Aceh

Bali

Bangka Belitung
Banten

Bengkulu

D.1 Yogyakarta

9 Gorontalo

10 Jawa Tengah

11 Jawa Timur

12 HKalimantan Barat
13 Kalimantan Selatan
14 Kalimantan Tengah
15 Kalimantan Timur
16 Kalimantan Utara

W o~ M th e L R o=

17 Kepulauan Riau

18 Lampung

189 Maluku Utara

20 Musa Tenggara Timur
21 Papua

22 Riau

23 Sulawesi Barat

5 Asialainnya

6 Eropa

7 Ausfraliadan Selandia Baru
§ Singapura

g Afka

10 Lainain

24 Sulawesi Selatan
25 Sulawesi Tengah
26 Sulawesi Tenggara
27 Sulawesi Utara

28 Sumatera Selatan
29 Sumatera Utara
30 Jambi

31 Maluku

32 Musa Tenggara Barat
33 Papua Barat

34 Sumatera Barat




PENGELOMPOKAN RISIKO

PASAL 4 AYAT (2) PERMENKUMHAM NOMOR 9@ TAHUN 2017
PROFIL BISNIS WILAYAH & NEGARA PRODUK

Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk ingqi
Jasa Keuangan lainnya
Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan,

Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek

Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan

Pembelian dan Penjualan Properti

Penitipan Pembayaran Pajak terkait Pengalihan Property
Pengurusan Pembelian dan Penjualan Badan Usaha
Pengurusan Perizinan Badan Usaha

Lain-lain




PENILATAN RISIKO

Keterangan Penilaian

Tinggi =skor 3
Sedang = skor 2
Rendah = Skor 1

Tinggi

Kategori Risiko Pengguna Jasa Sedang
Rendah

Range Nilai Tinggi

Range Nilai Sedang = 7 - 12
Range NilaiRendah=_1-6 |

Range Nilai Rendah= 1-6




IDENTIFIKASI

PASAL 6 AYAT (1) PERMENKUMHAM NOMOR @ TAHUN 2017
MENYATAKAN NOTARIS MELAKUKAN IDENTIFIKASI MELALUI
PENGUMPULAN INFORMASI PENGGUNA JASA.

PASAL 19 AYAT (1) UU TPPU MENYATAKAN SETIAP ORANG YANG
MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK PELAPOR WAIJIB
MEMBERIKAN IDENTITAS DAN INFORMASI YANG BENAR YANG
DIBUTUHKAN OLEH PIHAK PELAPOR DAN SEKURANG-KURANGNYA
MEMUAT IDENTITAS DIRI, SUMBER DANA, DAN TUJUAN TRANSAKSI
DENGAN MENGISI FORMULIR YANG DISEDIAKAN OLEH PIHAK
PELAPOR DAN MELAMPIRKAN DOKUMEN PENDUKUNGNYA.




IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA PERORANGAN

PASAL 7 AYAT (1) PERMENKUMHAM
NOMOR 9 TAHUN 2017

Pengummrpmuilan indfoomass mempgenasl Pengmona Jdoasa o=@
permscoranEan sebagamarmna dbdmeaksasd daldasan Pasal 6 eyt
[Zy huaaraf & oeernaoaat:
o demritms Pengesuina fasa warmy TmeTrrieast s
n. marmea lemggbomys;
= Ao ITLSr ide=mrita= lkrperndnscdho bemr =t iz
s eyl S, s s EOeT

temmrpaat darn tangEad laduir;
T o o I e e i T
alamat mmmpat tingemEml yvamg tercantuam dalaoam
lkartue lemtitasg
Rlarmat fteompat il bericami berrmeaesnalc oo
tebepon bila adas daarm
7. alamat «di meegaras asal dalamn bhal wasoga eegaca
FEST
e bore ) o ;
smbrer clamm;
hoerbumgam wsala atare torjuasn Transskhesi  yangg abkoaas
dilaknslam Pemperenm Jdasa demnggarm Hotarss;
nomor paekolc wajil papakks damo
imformasi luin wnmok mmeengecadnans peafil PemgEeeres
P B L=t ol BT, rerTmEsLL e imforem s R
dipperintahlan sesuaad demggaorm ketemboasn P ELL TR
peruncdas g - vimeclaa

Nama Lenghap

Nama Alias (jika ada)

No. Identitas

Nomor Pendapatan Wajib Pajak
Tempat dan tanggal lahir
Kewarganegaraan

Alamat tempat tinggal

Alamat domisili

Alamat di negara asal (jika WNA)
Nomor telepon

Jenis kelamin

Status pernikahan

FORMULIR CDD

OKTP  DOPaspor 0O SIM

Rumah

Ol aki-Laki OPerempuan
. OBelum Menikah ~ OMenikah

HP

OLainnya,

Sumber Pendapatan!Keka-,faan

Bidang Usaha
Pekerjaan

- Nama Kantor
- Alamat Kantor

- Nomor Telepon Kantor

- Jabatan

Pendapatan Rata-Rata per Tahun
Tujuan Transaksi

O Lainnya (jelaskan)

D Pekenaan{Gau Bonus, Pensiun, Saham)
0O Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan dll)

0O Kepemilikan Usaha

. Osizja O>12)uta- 120

O0=120juta-12M  O=1.2M




PASAL 7 AYAT (2) PERMENKUMHAM
NOMOR 9 TAHUN 2017

Penguammspaalam mmbormasi (= P T T PemgEans Ja=a
Eorporasi seshagaimans dimalksud dalklamm Pasal & ay=s [2)
hreerusf b mmeemaaat:
1 idemtitms Fengmaina flasa vamg mermoask=

1. mama Korpormasis

2. moomoTr surat heputuasan peemgesabhan KHorposasi

dalkam hal selah berbadan bhosbooimm;
3. beemtulk Eorporasid;
. hdadarng sabm;
- moarenT imn usaha dan inscanssi bereeenang; damn

5. mlamat Korpomasd dan nomor bebepeom;

srmber damnm;

bhuobumngamn usahs atar mjuan Transak=ss yvamng ak@an

dilaloukan Penpgpuna Jasa dengnos Notaorss;

i e pifual
Bertinulalk

LT ek T ST LY TN R

AT AN T T, rvinalic o T T LTI
El oo e
imformasi Pemilik Man@Sar |(Berueficioal Chevner] atas
B o e ;.

nomor poekolk wamjik papaiks dan

imformasi lain wntoak meengetaboas peodfill Peogguans
Ta=a L= clalamms,

diperintahlcan sesuad denggam ketenitumn peer@storaTs

terTma Ul imdormma s WELTLE

perundasng -vneda e

110 a5 UdSe
Nama Korporasi
Bentuk Korporasi
No. SK Pengesahan
No. ljin Usaha

IDENTIFIKAS] PENGGUNA JASA KORPORASI

FORMULIR CDD

Momar Pokok Waijib Pajak (NPWP)

Alamat Korporasi sesuai Akta
Alamat Lokasi Usaha

MNomor Telepon Korporasi
Momar Faksimili (jika ada)
Bidang usaha

No. Akta Pendirian atau Akta
Kepengurusan Terakhir

Sumber Dana

Bidang Usaha

Pendapatan Rata-Rata per Tahun
Tujuan Transaksi

1

[T=s =T e T R S )

T l_‘_ll -
Hubungan Hukum Pengguna jasa

No. Surat Kuasa
Penandatangan Surat Kuasa
Nama Lengkap Pengguna Jasa
Nama Alias (jika ada)

No. Identitas Pengguna Jasa
Tempat dan tanggal lahir
Kewarganegaraan

Alamat tempat tinggal

O Direktur Utama
O Direktur
O Pemegang Saham

O Komisaris Utama
0 Komisaris
O Lainnya

Tanggal
Jabatan

OKTP [ Paspor

0 SIM




IDENTIFIKASI PENGGUNA JASA LEGAL ARRANGEMENT

PASAL 7 AYAT (3) PERMENKUMHAM

NOMOR 9 TAHUN 2017

9 W ki =i B EETLRd =T
Pengumpulan mformasi mengenad Pengguna Jasa

perikatan khmnya [legal araongements] sebagaimana

dimaksud daklam Pasal 6 ayat (2] horoef © memuoat:

L.

identitas Pengguna Jasa yang menmaat:

i. mama;

2. mommoT izin ataw irxnn usaha darn instansi
herwenang (filka adaj;

3. alamat kedudulkam.

sumber dana;

hubungan usaha atan tuan Transaks: yvang akamn

dilalukan Pengguna .Jasa dengan Notarss;

informasi Pemilik Manfaat |(Beneficial Oweeer] atns

perikatan aimnya [legal armoengerme res);

nomor pokok wajilby pajaks

jenis perikatan baimnya [legal amrangemenes);

imformmasi pihak yang ditunjuk mempunyad

wewesnang bertindak untuk dan atas nama perikatamn

laimnyas dan

informasi lain wnmuk mengetabnoi profil Pengguon

Jazma lehkih dalam, termasuk informuasi oyang

diperintahlcan sesuai dengan ketentuan peratuTrmmn

perundang-undangarm.

FORMULIR CDD

Nama :

No. Identitas : OKTP  OPaspor O 3SIM
No. SK Pengesahan (jika Korporasi) @ —_ Tanggal
No. ljin Usaha (jika Korporasi) o Tanggal
Nomor Pokok Waiib Pajak (NPWP)

Alamat

Nomor Telepon

Nomaor Faksimil (jika ada)

Bidang usaha (jika Korporasi)

No. Akta Pendirian atau Akta

Kepengurusan Terakhir (jika

Komorasi

1 Sumber Dana

2 Bidang Usaha

3 Pendapatan Rata-Rata per Tahun
4 Tujuan Transaksi

Nama Lengkap :

Nama Alias (jika ada) :

No. Identitas S DKM OPaspor O SIM
Tempat dan tanggal lahir

Kewarganegaraan

Alamat tempat tinggal

Hubungan Hukum Pengguna Jasa
No. Perjanjian . Tanggal
Penandatangan Perjanjian



BENEFICIAL OWNER

a. memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa,
baik secara langsung maupun tidak langsung;

* b. merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;

c. mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;

d. memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
e. mengendalikan Korporasi; dan/atau

* f. merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu
perjanjian.



IDENTIFIKASI BENEFICIAL OWNER

4 Pasal 20 ayat (2) UU TPPU jo. Pasal 7 ayat (1) s.d ayat (3) Permenkumham Nomor 9 thun\
2017 menyatakan Dalam hal Transaksi dengan Pihak Pelapor dilakukan untuk diri sendiri
atau untuk dan atas nama orang lain, Pihak Pelapor wajib meminta informasi mengenai
identitas dan Dokumen pendukung dari Pengguna Jasa dan orang lain tersebut.

(U 4

FORMULIR CDD BO PADA PMPJ FORMULIR CDD BO PADA PMPJ FORMULIR CDD BO PADA PMPJ
PERORANGAN KORPORASI LEGAL ARRANGEMENT

C. Informasi Pemillk Manfaat (Beneficial Owner) °) C. Infonnaal Femllik Manfaat (Benaﬁclal Owner) ¥ C. Informasi Pemilik Manfaat Beneﬁcial Owner

*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permankumham No. 15 Tahun 2019) Nama Leng Kap

Nama Lengkap .
Nama Alas (jka ada) Nama Lengkap S Nama Alas (jka ada)

No. dentas ; OKP  OPespr O SM Nama Al (jka ace) EEEEE——., No.Idenitas . oKP gPaspr o SM
Tempat dan tanggal lahir : No. ldentitas : Tempal dan anggal ahir

Kewarganegaraan  — Tempal dan tanggal lahi : Kewarganegaraan
Alamat tempat finggal — Kewarganegaraan : Alamat tempat tinggal

Alamat di negara asal Alama tempa tingga

(jka Warga Negara Asing) Alamal di negara asal

Alamat i negara asal , (jka Warga Negara Asing)

Nomer Poal Waf Pk (NPWF) (kaWagaNegaahsng) Nomor Pk Wallo Paek (NPWP)

Nomor Pokok Waijb Pajak (NPWP) Infarmasi Pemilik Manfaal alas : OPemilik Manfaal O Penerima Manfaal
Hubungan anlera Korporasi dengan Perikatan Lainnya 0 Pengelola Harta Kekayaan O Lainnya,

Pemilk Manfaat ' OPenjamin

Hubungan hukum antara Pengguna
Jasa dengan Pemilik Manfaat




VERIFIKASI INFOMASI PENGGUNA JASA

S ARIFNT YRR Dalzm pengumpulan informasi mengenai Pengguna Jasa sebagaimana

SRR G dimaksud dalam 7, Notaris wajib meneliti kebenaran Dokumen identitas
d TAHLN 2017 Pengguna Jasa.

PASAL10 AYAT (2)

SR G Dalam rangka meyakini kebenaran identitas Pengguna Jasa, Notaris wajib
d TAHLN 2017 bertemu langsung dengan Pengguna Jasa.

PASAL 20 AYAT (1)

SN U Verifikasi terhadap informasi dan Dokumen dilaksanakan sebelum
d TAHLN 2017 melakukan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.




VERIFIKASI INFOMASI PENGGUNA JASA

DALAM RANGKA MENELITI KEBENARAN DOKUMEN IDENTITAS PENGGUNA JASA
PERORANGAN, NOTARIS WAIJIB MEMINTA DOKUMEN PENDUKUNG:

* PASAL 11 * PASAL 12 * PASAL 13
PMPJ PMPJ PMPJ
NOTARIS NOTARIS NOTARIS




PENGGUNA JASA MASUK DALAM RISIKO TINGG

Dqlqm hCII * meminta tambahan informasi mengenai Pengguna Jasa dan
Penggunq JCISCI dCIn Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi
P .I.k M f ; yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber
emilii antdd informasi, dan jenis informasi yang terkait;

e meminta tambahan informasi mengenai sumber dana, sumber
(Beneflcml Ow.n.er) kekayaan, tujuan transaksi, dan tujuan hubungan usaha dengan
fergolong ber|$|ko pihak yang terkait Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat

. . . (Beneficial Owner) dan melakukan verifikasi yang didasarkan
hngg I, Nth FIsS pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan
w jenis informasi yang terkait;
wajib melakukan jenis in yang '
i I P i . pengawasan lebih lanjut atas hubungan usaha melalui
identifikasi lebih peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan

pola transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.

mendalam, meliputi:



PEMANTAUAN PENGGUNA JASA

PASAL 21 PERMENKUMHAM NOMOR @ TAHUN 2017

Notaris melakukan pemantauan kewajaran Transaksi Pengguna Jasa.

= =

( PENCOCOKAN INFORMASI PADA )
PENCATATAN NOTARIS DG
INFORMASI DARI OTORITAS

MENGENAI INDIVIDU / KORPORASI

/ LEGAL ARRANGEMENT YANG
DIDUGA TERKAIT DENGAN TINDAK

. PIDANA y

4 )

ADANYA TRANSAKSI YANG TIDAK
WAIJAR, MISALNYA TIDAK SESUAI
ANTARA PROFIL DENGAN
KARAKTERISTIK TRANSAKSI




PELAPORAN TKM KE PPATK — PASAL 8 AYAT (1)
PP NOMOR 43 TAHUN 2015

Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (khusus
profesi, termasuk Notaris) wajib menyampaikan laporan Transaksi

Keuangan Mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau
untuk dan atas nama Pengguna Jasa, mengenai:

* a. pembelian dan penjualan properti;

b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;

c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau
rekening efek;

d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum



ISU KERAHASIAAN

A

Filosofis pengaturan Pasal 3 jo. Pasal 8 PP Nomor 43 Tahun 2015
adalah untuk melindungi profesi notaris agar tidak
YOURSELF disalahgunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk
membantu mereka dalam menyembunyikan atau menyamarkan
asal usul tindak pidana, dengan menggunakan dalih hubungan
kerahasiaan antara notaris dengan kliennya.

A

Di dalam PP Nomor 43 Tahun 2015, ketentuan mengenai
kewajiban mengenai penerapan prinsip mengenali pengguna
jasa (vide Pasal 5 PP Nomor 43 Tahun 2015), kewajiban
menyampaikan laporan dan Pelaksanaan kewajiban pelaporan
oleh Pihak Pelapor (vide Pasal 9 dan 10 PP Nomor 43 Tahun
2015) bersifat mutatis mutandis.

S/

N\

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 28 UU TPPU yang menyatakan
bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor
dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi
Pihak Pelapor yang bersangkutan juga melekat pada profesi
advokat dalam melaksanakan kewajiban pelaporan ke PPATK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) PP Nomor 43

Tahun 2015.

PELINDUNGAN BAGI PROFESI

Pelindungan dari kriminalisasi tindak pidana pencucian
uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UU
TPPU

Pelindungan atas pelaksanaan kewajiban pelaporan
oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan
kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang
bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
UU TPPU

1 -

S wewenang, dalam rangka pelaksanaan kewajiban

#3= pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU
TPPU

—

SEC, Kewajiban merahasiakan Pihak Pelapor oleh pejabat
8 > Ll
i %\ﬁ‘\\“ dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, dan
M@) hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)
ZEID

Uu TPPU




PENATAUSAHAAN DOKUMEN PMP]J

) UU TPPU Pihak Pelapor waijib
umen mengenai identitas pelaku Tr
ahun sejak berakhirnya hubungan
rsebut.

* Dokumen Transaksi Pengguna Jasa;

* Dokumen Pengguna Jasa dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang diperoleh
Notaris dalam rangka penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa; dan

* Dokumen korespondensi dengan Pengguna Jasa.



PEMUTUSAN HUBUNGAN USAHA — PASAL 24 AYAT (1)
5.D AYAT (3) PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Notaris wajib memutuskan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa jika: (a) Pengguna Jasa
menolak untuk mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa; atau (b) Notaris meragukan
kebenaran informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa.

Notaris wajib melaporkan kepada PPATK mengenai tindakan sebagaimana tersebut diatas
sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan.

Pelaporan ke PPATK dilakukan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Notaris
mengetahui adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan.




PENGKINIAN INFORMASI DAN/ATAU DOKUMEN -
PASAL 26 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2017

Notaris wajib melakukan upaya pemuktakhiran informasi dan/atau
dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal
11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17
dalam hal terdapat perubahan yang diketahui oleh Notaris yang
bersumber dari Pengguna Jasa yang sama atau informasi lain
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Notaris wajib mendokumentasikan hasil pemuktakhiran informasi
dan/atau dokumen PMPJ Pengguna Jasa.




KEBIJAKAN, PROSEDUR, DAN PENGENDALIAN
INTERNAL - PASAL 27 PERMENKUMHAM NOMOR 9

TAHUN 2017

* Notaris bertanggung jawab atas penerapan prinsip mengenali
Pengguna Jasa sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang
telah ditetapkan serta mencakup juga pengaturan mengenai
pengendalian internal

* Pengendalian internal paling sedikit meliputi: (a) pelaksanaan
pemeriksaan berkala terhadap penerapan prinsip mengenali
Pengguna Jasa; dan (b) Pemuktakhiran daftar Pengguna Jasa
atau pemberi kuasa yang memenuhi kriteria berisiko tinggi.




PELATIHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA - PASAL 28
| DAN PASAL 29 PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN
2017

* a. prosedur penyaringan untuk penerimaan karyawan baru (pre-employee screening); dan
* b. pengenalan dan pemantauan terhadap profil karyawan

@4 N
Dalam rangka peningkatan pengetahuan, Notaris menyelenggarakan, mengikuti,

atau mengikutsertakan pegawai dalam sosialisasi, pelatihan, atau forum diskusi
yang berkesinambungan mengenai:

J

* a. penerapan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan prinsip mengenali Pengguna
Jasa;

* b. teknik, metode, dan tipologi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dan/atau

* c. kebijakan dan prosedur penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa serta peran dan tanggung
jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme



TAHAPAN PENGAWASAN KEPATUHAN

PENYAMPAIAN LAPORAN SELF ASSESSSMENT OLEH NOTARIS KE KEMENTTERIAN HUKUM DAN HAM (PENGISIAN KUISIONER)

TERHADAP LAPORAN SELF ASSESSMENT DIMAKSUD, KEMENKUMHAM MELAKUKAN INPUT INFORMASI DALAM RANGKA PENILAIAN DAN PENETAPAN RISIKO
ATAS INDVIDU NOTARIS (DILAKUKAN DENGAN FORMULASI YANG TELAH DITETAPKAN - PENGHITUNGAN SECARA OTOMATIS DENGAN MENGGLINAKAN EXCEL)

TERHADAP NOTARIS DENGAN TINGKAT RISIKO RENDAH DAN SEDANG CUKUP DILAKLKAN DENGAN OFFSITE SUPERVISION - MEMINTA DOKUMEN TAMBAHAN
(VIA EMAIL, SURAT, DLL(

TERHADAP NOTARIS DENGAN TINGKAT RISIKD TINGGI AKAN DILAKLIKAN ONSITE SUPERVISION ATAU PENGAWASAN LANGSLING KE KANTOR NOTARIS




Penyampaian Laporan Kepatuhan Oleh Notaris kepada Direktorat Jenderal AHU (online)

ﬁ
AON >

Tingkat Risiko Bawaan (/Inherent Risk)
Tingkat Pengendalian Intern (/Internal Control)
Tingkat Risiko Residu (Residual Risk)
Tingkat Dampak

v

Kesimpulan * Penetapan Risiko Notaris

[
[

(
[
2.
3

N

Rendah ] [ Sedang ] [ Tinggi ][ Sangat Tinggi
A A 4T M R R A R

penelitian dokumen

penilaian pelaksanaan PMPJ dan
kewajiban pelaporan

penyusunan matriks hasil Pengawasan
kepatuhan tidak langsung (off-site)

J

y k-

AON

entry meeting (penyampaian Surat
Pemberitahuan Pengawasan Kepatuhan)
pengumpulan dan penelitian dokumen
pengujian Transaksi Pengguna Jasa

exit meeting




TIM PENGAWAS
KEPATUHAN
(AHU & MPN)

TEMUAN /
REKOMENDASI

MPD (SELAKU
PEMERIKSA)

MPW (SELAKU
PEMUTUS)

=
oo
>=
Z
<{
V)
=
[
=
o,
LLI
N

MEKANISME PENGAWASAN ONSITE SUPERVISION

RINGAN

TIDAK ADA SANKSI

MPW BERIKAN
PERINGATAN ATAU
TEGURAN

MPPN REKOMENDASI
KE MENTERI UTK
KENAKAN SANKSI




PENGAWASAN KEPATUHAN

B G\ ASAN KEPATUHAN ADALAH PENGAWASAN YANG DILAKLKAN DENGAN TUJUAN UNTLI MENILA
3  DAN/ATAL MEMASTIKAN KEPATUHAN NOTARIS DALAM MEMENUHI KETENTUAN PRINSIP MENGENAL
S D0 P M4 ¥ BENGEUNA JASA DAN/ATAL KEWAJIBAN PELAPORAN KEPADA PPATK

* RUANG LINGKUP PENGAWASAN KEPATLHAN

- K &A = PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PENGGLINA JASA (PERMENKUMHAM NOMOR 3 / 2017)
~— — — =" = KEWAJIBAN PELARORAN KE PPATK (PP NOMOR 43 TAHUN 2015)




OBJEK PENGAWASAN KEPATUHAN -
PENERAPAN PMPJ

* KEBIJAKAN DAN PROSEDUR INTERNAL ATAS PMPJ NOTARIS
* PENATAUSAHAAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENERAPAN PMPJ

* PENGENDALIAN INTERNAL

* MEKANISME PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN KE PPATK

* SUMBER DAYA MANUSIA & PELATIHAN




OBJEK PENGAWASAN KEPATUHAN -
KEWAJIBAN PELAPORAN KE PPATK




SANKSI ADMINISTRATIF

Notaris yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat
(1), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal
15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat
(3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal
24 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat
(1) dan Pasal 26 ayat (2) dapat dikenai sanksi admistratif.

Ketentuan mengenai jenis dan tata cara pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kenotariatan.




Thank

& PPATK
0 +62 21 3850455
I} contact-us(at)ppatk.go.id

@ www.ppatk.go.id




